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PENETAPAN
Nomor 2563/Pdt.G/2018/PA.Slw

s

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama lIslam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten

Tegal. sebagai Penggugat
Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
RT.003 RW.005 Desa Surokonto Wetan, Kecamatan
Pageruyung, Kabupaten Kendal. sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2018
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2563/Pdt.G/2018/PA.Slw , tanggal 27
Agustus 2018 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, sesuai dengan
(Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot
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talik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten
Tegal selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di
Desa xxxxx Kabupaten Kendal selama 1 tahun, dan terkahri tinggal
dirumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 4

bulan, telah bercampur (bada dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalmnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah tempat tinggal,
dimana Tergugat tidak betah/kerasan tinggal dirumah orang tua Penggugat,
begitu juga Penggugat tidak betah/kerasan tinggal dirumah orang tua
Tergugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu marah-marah
kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Februari
2018, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah
terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat
tinggal, Tergugat kembali pulang kerumah orang tuanya sendiri di Desa
xxxxx Kabupaten Kendal sampai sekarang telah berpisah selama 6 bulan;

6. Bahwa selama berpisah 6 bulan, Tergugat tidak pernah kembali pulang
kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir
maupun batin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak

memperdulikan Penggugat lagi;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap

mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan
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bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi
Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan

menjatuhkan putusan sebagai berikut :;
PRIMAIR :;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, kemudian atas nasehat tersebut, Penggugat

menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan

mencabut gugatannya;
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya,

maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989

tetang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 2563/Pdt.G/2018/PA.Slw di cabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. Khaerudin MHI sebagai
Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah S.Ag, MHI masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Khaerudin MHI
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri Hj. Rizkiyah S.Ag, MHI

Panitera Pengganti,
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Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :
Biaya : Rp 30.000,-

Pendaftaran

Biaya Proses : Rp 50.000,-
Biaya : Rp 300.000,-
Pemanggilan

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 391.000,-
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